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ABSTRAK

Catatan

bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu dibentuk dan ditetapkan Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah : Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; Surat Keputusan Komisi ~ Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diatur tentang :
Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
sebagai berikut : Facebook : Jdih Kpu Humbang Hasundutan, Instagram : @jdihkpu_humbahas, Twitter :
@JDIHKPU_HUMBAHAS. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan
SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
digunakan sebagai : media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Humbang
Hasundutan; media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Humbang
Hasundutan; sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan
tugas di bidang hukum; dan sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2022.
- Lampiran = 3 Halaman



